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SEKAPUR SIRIH

Laporan HAM ini disusun oleh anggota-anggota Badan Pekerja KontraS di Jakarta, Aceh, Sumatera
Utara, Papua dan Sulawesi. Masing-masing membuat laporan atas situasi HAM dalam wilayahnya
dan dirangkum dalam satu laporan utuh. Penyusunan laporan ini melalui proses yang panjang.
Penyiapan bahan-bahan dan penulisan draft awal dilakukan oleh seluruh anggota badan pekerja di
KontraS Jakarta, serta Asiah Uzia, Hendra Fadli, Dedy Saputra ZN di KontraS Aceh, Oslan Purba,
Diah Susilowati, Herdensi Adnin di KontraS Sumatera Utara, Pieter Ell, Harry dan Willy di KontraS
Papua serta Edmond dan Nasrun di KontraS Sulawesi. Penyuntingan akhir dilakukan oleh Edwin
Partogi, Haris Azhar, Indria Fernida, Mouvty Makaarim, Papang Hidayat, Sri Suparyati dan Usman
Hamid.

Laporan HAM ini diterbitkan KontraS secara rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas
kerja-kerja KontraS dalam mengawal proses demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia.
Penyusunan tak dapat memenuhi penulisan yang utuh terhadap situasi dan kondisi HAM di tanah
air, namun sebagian isi buku merupakan pelaporan kerja advokasi KontraS sepanjang tahun 2006.

Metodologi penyusunan laporan dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui investigasi lapangan,
diskusi dengan kelompok korban dan jaringan, pemantauan media dan dokumentasi atas berbagai
peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi serta perkembangan kebijakan dalam reformasi institusi
dan legislasi.

KontraS menyadari bahwa perjuangan melawan politik kekerasan, ketakutan dan penindasan tak
dapat dilakukan sendirian. Berbagai pencatatan atas kerja KontraS adalah refleksi perhatian dan
solidaritas dari kelompok korban, rekan-rekan jaringan di hampir seluruh wilayah Indonesia serta
pers. Oleh karenanya KontraS mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu
penyusunan laporan HAM tahunan dan dalam perjuangan mengakhiri impunitas di negeri ini.

Semoga catatan atas keadaan HAM ini dapat menjadi cermin bagi pengambil kebijakan untuk
melakukan perbaikan-perbaikan dalam menjalankan tanggungjawab negara kepada rakyatnya dan
menjadi pelajaran bagi kita sebagai bagian masyarakat sipil, khususnya korban pelanggaran HAM
untuk terus membangun harapan dan berjuang dalam merebut keadilan.
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